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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Triwulan IV Dinas Sosial Kota Metro
dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial serta sebagai bahan evaluasi terhadap
capaian pelayanan kepada masyarakat.

Laporan SPM Triwulan IV ini memuat gambaran pelaksanaan pelayanan dasar bidang sosial
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, capaian, serfa kendala yang dihadapi dalam
penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial di Kota Metro. Penyusunan laporan ini
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan
kondisi serta kebutuhan pelayanan sosial di daerah.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan SPM bidang sosial memerlukan dukungan dan sinergi
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima
kasih kepada Pemerintah Kota Metro, perangkat daerah terkait, serta seluruh pihak yang telah berperan
aktif dan mendukung pelaksanaan pelayanan sosial kepada masyarakat. Kami berharap laporan ini
dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, perencanaan, dan pengambilan kebijakan dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan sosial serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang
sosial di Kota Metro pada periode selanjutnya. Kritik dan saran yang konstrukfif sangat kami harapkan

demi penyempurnaan pelaksanaan pelayanan sosial ke depan.

Metro,  Januari 2026
Kepala Dlnas Sosial Kota Metro,
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pelayanan yang menyangkut masyarakat sebagai pelayanan publik tidak
luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan
pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM tidak lagi dimaknai dalam
kontekstual sebag;i normma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara
tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis
Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara
secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis
Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kiteria penetapan SPM, dan mekanisme
penerapan SPM.

Esensi penyelenggaran otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik untuk
mencapai kesejahteraan rakyat dengan memaksimalkan potensi dan kemampuan daerah.
Pemerintah Pusat berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah otonom
untuk menjamin terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal.
Satu satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah menetapkan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib. ,

SPM sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanén Minimal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, merupakan tolok ukur pemberian
pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma,
standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual/r/nemang tidak berubah,
yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar 1 dan Mutu
Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat
perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan
Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dinas Sosial merupakan Organisasi Perangkat Déerah Kota Metro yang dibentuk
 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 ientang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Metro. Dinas Sosial mempunyai tugas dan fungsi
menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial.

Pembangunan bidang sosial merupakan bagian integral dari Pembangunan Daerah dan Nasional

yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial yang bertujuan untuk :

e ————————————————————
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1. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.

3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah
kesejahteraan sosial.

4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

5 Meningkatkz?n kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Semakin tingginya dan kompleksnya permasalahan sosial merupakan salah satu alasan dari
sekian banyak masalah yang harus diselesaikan di Kota Metro. Pemeru Pelayananan
kesejahteraan sosial (PPKS) yang harus dipenuhi kebutuhan dasamya seperti penyandang cacat
berat, lanjut usia terlantar dan sebagainya. Dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Sosial
belum dapat dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh mengingat kondisi, potensi dan
kemampuan ekonomi daerah seria keadaan sosial ekonomi masyarakat masih sangat terbatas,
karenanya pembangunan bidang sosial tersebut dilakukan secara berkala dan dilanjutkan pada
tahapan rencana kerja selanjutnya.

Dalam menyeleggarakan pelayanan dasar Dinas Sosial Kota Metro menetapkan 5 (Lima)
SPM Bidang Sosial , yaitu : |
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terantar di Luar Panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia terfantar di luar panti '
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Igéngemis di Luar Panti
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban

O s W

Bencana Kabupaten/Kota.
SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu kiusial dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, khususnya'dalam pelayanan dasar yang bemmuara pada terciptanya
kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin
~ dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupz;n berbangsa yang serasi,
harmonis dan utuh dalam koridor -Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk
memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap
terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Metfro menerapkan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan
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